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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di tarik kesimpulan 

bahwa dalam melakukan penanggulangan pemaksaan perkawinan di Suku 

Sumba NTT, Polisi Sumba Barat masih mendapat kendala yang ada dalam 

masyarakat, sehingga untuk menjawab rumusan yang telah penulis ajukan 

sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa:  

1. Kendala Kepolisian Sumba Barat dalam menanggulangi pemaksaan 

perkawinan yang terjadi di Suku Sumba NTT 

a. Kurangnya kesadaran masyarakat, yaitu masih banyak masyarakat 

yang menganggap pemaksaan perkawinan adalah sebuah kebiasaan 

dan sah-sah saja. 

b. Kurangnya penegakan hukum, karena baik aparat penegak hukum 

dan masyarakat seringkali menganggap pemaksaan perkawinan 

adalah bagian dari budaya masyarakat di Suku Sumba yang lebih 

menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, sehingga dalam perkara 

seperti ini proses penyelesaian diusahakan lebih dahulu secara 

kekeluargaan.  

c. Pelaku adalah orang-orang terdekat, hampir secara keseluruhan 

pelaku dalam pemaksaan perkawinan adalah orang-orang terdekat 

dari korban, seperti keluarga yang telah melakukan kesepakatan 
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dengan pelaku tanpa sepengetahuan korban dan keluarga telah 

menerima belis atau mahar.  

2. Kebijakan Kepolisian Sumba Barat dalam menanggulangi pemaksaan 

perkawinan yang terjadi di Suku Sumba NTT 

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) bagian c Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

menyatakan bahwa Polisi memiliki kewenangan dalam menanggulangi 

pemaksaan perkawinan yang terjadi di Suku Sumba, yaitu melalui 

pendekatan secara penal dan non penal.  

a. Pendekatan non penal  

Polres Sumba Barat menggunakan pendekatan non penal 

dalam melakukan penanggulangan pemaksaan perkawinan 

dengan cara melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat 

dan melakukan sosialisasi kepada anak-anak di sekolah yang 

berada dalam wilayah hukum Kepolisian Sumba Barat serta 

menjalin kerja sama dengan pemerintah dalam hal ini Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.  

b. Pendekatan penal 

Pendekatan penal yang dilakukan oleh Polres Sumba Barat 

yaitu dengan cara melakukan penyelidikan dan penindakan 

terhadap pelaku yang diduga melakukan pemaksaan perkawinan 

terhadap perempuan.  
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B. Saran 

1. Masyarakat harus menyadari bahwa pemaksaan perkawinan bukanlah 

sebuah kebiasaan atau budaya, karena itu telah merampas hak 

kemerdekaan seorang perempuan dan penting untuk melaporkan kasus 

tersebut kepada pihak yang berwenang, hal ini bisa dilakukan melalui 

sosialisasi serta pendidikan yang memadai kepada masyarakat.  

2. Kepolisian Resort Sumba Barat pentingnya mengedepankan pendapat 

korban dalam memilih proses penyelesaian kasus kawin paksa, karena 

korban adalah orang yang paling dirugikan dalam perkara ini. 

3. Kepolisian Resort Sumba Barat dalam melakukan penanggulangan 

dibutuhkan kerjasama antara semua pihak baik dari pemerintah maupun 

tokoh masyarakat untuk lebih gencar memberikan edukasi atau 

penyuluhan kepada masyarakat bahwa kawin paksa itu termasuk dalam 

tindak pidana kekerasan seksual yang mengatasnamakan praktik budaya 

bagi siapa yang melakukan hal tersebut akan dikenai sanksi pidana.  
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